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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBOND0

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOⅣ10R 8 TAHUN 2004

TENTANG

SIJSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAII■ lIAT TUHAN YANG ⅣlAHA ESA

BTJPATI SITUBONDO,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003
tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Susunan organisasi dan Tata Keda Dinas perhubungan l(abupaten
Situbondo ditinjau kembali ;

llahwa guna maksud tersebul dalam hurul a konsideran ini, dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (l) Undang-untlang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan perlu menetapkan Susunan
organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dengan
suatu Peraturan Daerah.

undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
dacrah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Repqblik Indonesia Nomor 9) juncto peraturan pemerintah Nomor
28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten panarukan (Lembaran Negira
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(l.embaran Negara Republik lndonesiq Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lcmbaran Negara ltepublik lndonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang
Noulor 4J tahurr l9t)9 lcnrang l)urullahalr Alas [Jndang-undang Nomor g'l'ahun 1974 tr:ntang l'}okok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) ;
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IJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
l)ircralr(l.r:rrrtrararr Ncgara l(cputrlik lndonosia 'l'ahun lggg Nomor 60,
'l'ambahan Lembaran Negara ltepublik lndonesia Nomor 3S39) ;

undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848);

Pcraluran l)emerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Petloman organisasi
I)erangkat Daerah (Lembaran Negera Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 14, Tambaltan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a26Z);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20CB tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2$);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Keputusan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13C_.67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kervenangan Kabupaten/Kota ;

). Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk
I{ukum Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk I-{ukum Daerah ;

I l. l(eputusap Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 'I'ahun
2001 tentang l-embaran Daerah dan Berita Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2001 tentang
susunan organisasi dan 'l'ata Kerja Dinas perhubungan Kabupaten
situlronclo (l.crntraran Dacrah Katrupatcn situbondo, Scri c, tanggal 12
Pebruari 2001, Nomor 7/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBOND0

IMEⅣIUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7
TAⅡUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO.

1"ltltA.1“ llRAN l)Aコ]RA‖  KAEllll"A'1｀ EN Sl'1｀ 1,13()Nl)0'1｀ENTANC
Slり SUNAN  ()RCANESASi  l)AN  TATA  KERJA  DINAS
PEltiluBUNCAN KABUPATEN SITUBONDO。
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Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. l)emerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang
lain sebagai Badan Ekskutif Daerah ;

2. Dcsenlralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

3. Dekonsentrasi adalah pelirnpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubemur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengunrs kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
lndonesia;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo ;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPm, adalah unsur
pelaksana operasional Dinas.

BAB ll
PEルIBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Kabupaten
Situbondo.

BAB IIl
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di
bidang perhubungan ;

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Dinas Perhubungan clalanr melakszrnakan tugasnya di biclang teknis
lthn inisl ral i l' dibinu dan dikoordi nasi kan ok:lr Sckrolaris I)acrah.

l'asal 4

l)inas l'crhuhungan mcmpunyai tugas mcmbanlu Bupati dalam melaksanakan
kewenangan di bidarrg perhubungan.
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Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. l)crumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;

b. Penyusunan program di bidang perhubungan ;

c. Pernberian izin dan pelayanan umum dibidang Perhubungan ;

d. I)elaksanaan keria sama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang
pcrhullungart ;

e. Pernbinaan Unit Pelaksana Tehnis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan;

f. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan

tugas di bidang perhubungan ;

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANI SA SI

Pasal 6

(!) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang - bidang ;

d. Sub - sub Bagian ;
e. Seksi - seksi ;

f. Kelompok Jabatan Funsional ;
g [Jnit I'>elaksana Teknis l)inas.

(2) Bagian 'l'ata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Bagan Struktur Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
BAGIAN TATA USAIIA

Pasal 7

Ragian Tata LJsaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis

adrninistratil' kcpada sclurult satttan organisasi di lingkungan Dinas

Perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata

Usaha tttenyelenggarakan tungsi :
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a. Pelaksanaan lata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan

adiministrasi di lingkungan Dinas Perhubungan ;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Perhubungan ,

o. Pelaksanaan urusan keuangan ;

d. Pelaksanaan urusan bina program ;

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

l. I'claporan hasil pclaksanaan ttrgas ;

g. ML:laksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( 1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
BTDANG PERIIUBUNGAN LAUT

Pasal l0

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas Dinas Perhubungan dibidang perhubungan laut.

Pasal I I

tJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang

l)crhutlungan l,aut rnonyclcnggarakan tungsi :

a. Pengendalian dan pengawasan operasional angkutan laut;

b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan ;

c. Pengendalian dan pengawasan keselamatan pelayaran ;

d. Pelaksanaan pemberian izin di bidang perhubungan laut ;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(l) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :

a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut ;

[. Sclisi Kcpclllrulritrrirrr rllu l)cnrrtr.iirlrg Kcscltttnttlan l'clttyttritn.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Bidang Perhubungan Laut.
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Bagian Ketiga
I}IDANG I,ALI.' LINTAS DARAT

Pasal 13

Bidang Lalu Lintas Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas darat.

' Pasal 14

""'' Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu'ti ai*^ n-urut menyeleng-garakanlungsi :I
a. Penyusunan dan penetapanjaringan transportasijalan ;

b. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi penyeberangan ;

c. Penyiapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga penyeberangan ;

d. Pelaksanaankegiatanketatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaantugas ;

t. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(l) Bidang Lalu Lintas Darat terdiri dari :

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;

b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Lalu Lintas Darat.

Bagian Keempat

BIDANG ANGKTITAN DARAT

Pasal 16

I3idang Angkutan Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang angkutan darat.

Pasal l7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang

Angkutan Darat menyelenggarakan tungsi :

a. Pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan ;

b. Pengawasan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan

pengangkutan barang ;

c. Pelaksanaan pemberian izin di bidang angkutan darat ;

d. Pengendalian dan pengawasan kendaraan yang melewati jalan di
Kabupaton;

e. lrengen{alian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi ;

l. lluldksiuraan kcgirttun kctttluttsultuan ;

g Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Pasal 18

( I ) Bidang Angkutan Darat terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Orang, llarang dan Khusus ;

b. Seksi Angkutan Sarana Prasarana dan Jasa Pos Telekominikasi.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Bagian Kelima

KEIJ()MPOK JABATAN FlJNCS10NAl」

Pasal l9

(l) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan F-ungsional mernpunyai tugas melaksanakan sebagian

turgas teknis Dinas Perhubungan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ,

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas ;

(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja ;

(5) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian IKeenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

(l) Un:it Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang

menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Perhubungan dalam suatu tugas

teknis operasional tertentu ;

(2) Unit Pelaksana'I'eknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

( I ) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

simplifikasi, dan sinkronisasi ;
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan bertanggung
.jawab kcpada Ilupati mclalui Sckrctaris I)aerah ;

(3) Kcpala Bagian 'l'ata ljsaha, Kepala tlidang, Kepala Sub tlagian, dan
Kepala Scksi berkewaj iban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan tlan
pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun
dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah
mendapatkan petunjuk dan Kepala Dinas ;

(4) Kepala Bagian 'l'ata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala seksi masing-masing bertanggungfawab memberikan bimbingan
dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan
tugasnya m en urut j enj ang j abatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERⅡ ENTIAN

DALAルIJABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Kepala Bagian 'l'ata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;

Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Jabatan Struktural dan h-ungsional tidak boleh dirangkap;

Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas Perhubungan berhalangan
dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud
dapat menunjuk salah satu pejabat struklural untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasa1 24

tJraian tugas rnasing-rnasing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas
Perhubungan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman
kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2)

(3)
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Pasal 25

l)craturan Dacrah ini mulai berlaku sojak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah

Peraturan
Kabupaten

Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 .lanuari 2004

BONDO,

.DlAAⅣIAN

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 Pebruari2004

I,IJMITAITAN DAUI(AII KAI]LIPAI'IJN SITUBONDO I'AI-IUN 2OO4 SERI D NOMOR 7

Diurnumkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Pebruari 2004
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SttRUKttUR ORCAN:SASi

DINAS PERHUBUNGAN

l'PTD

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
TANGG旭  : 28 JANUAR1 2004
NOMOR  : 8 TAHLIN 2004

BONDO,

KEPALA DINAS

BACIAN

TATA USAHA
KEL.JAB.FUNCS10NAL

StIB BACEAN

UMUM

SUB BACヨAN

PERENCANAAN

BIDANG

PERHUBUNGAN L′AUT

BIDANG

LAl′ Ul´INTAS DARAT

BIDANG

ANGKUTAN DARAT

SEKSI

LALU LINTAS
ANGKUTAN LAUT

SEKSI

MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU
LINTAS

SEKSI
ANGKUTAN ORANG,
BARANG DAN
KHUSUS

SEKSI
KEPELABUHAN DAN
PENUNJANG KESELA
MATAN PELAYARAN

SEKS巨

BIMBNGAN
KESELAMATAN DAN
KETERTIBAN

SEKSI
ANGKUTAN SARANA
PRASARANA DAN JASA
POS TELEKOヽ長Лヾ IKASI

DIAAMAN

「:`り |:|も 1ヽ lllllllT、 」P Of,Gム111SASi100E2 Bム 6 Hκ ltl
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PENEJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERHIjBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO

I. PENEJALASAN UⅣ IUⅣl

灘h聾岳鷲機JI鷺慌皿藉』atts儡濫鯨dalam Pcraturan Daerah Kabupatcn SitubondO
Nomor 7 Tahun 2001 tcntang Susunan Organisasi dan Tata KeJa Dinas Pcrhubungan

Kabupatcn Situbondo, Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo scri(〕
, tangga1 12

Pcbruari 200 1,Nomor8/C,dithJau kCmbali

Ho PENJELASAN PASAL DEⅣ II PASAL

Pasal I Pasal ini memuat pengertian istilah yang
dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah tafsir dalam
memahami dan melaksanakan pasal-pasal
yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini

Cukup jelas.

Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah
kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Pasal l9 ayat(2) sampai dengan
Pasal 25

: Cukupjelas

Pasal 2 sampai dengan Pasal 18

Pasal l9 ayat ( l)

TAMBAHANIンEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 15


